
		

BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
1. [bookmark: _GoBack]Pengaturan hukum oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi  karena menyalahgunakan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polriserta  Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mekanisme penanganannya melalui sidang Komisi Kode Etik Polri.
1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatara Utara terhadap  oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi  karena menyalahgunakan narkotika adalah dilakukan  prosessesuai dengan Pasal 29ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik.Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jikaterbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun, maka oknum polisitersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutilasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba.
1. Hambatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatara Utara terhadap penegakan hukum oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi  karena menyalahgunakan narkotika adalah tidak hadirnya terduga pelanggar, lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri, tidaknya adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polres, tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP, kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan oleh anggota Polri dalam mentaati kode etik profesi. Upaya hukum yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian setelah penjatuhan sanksi terhadap  pelanggaran kode etik adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara tingkat pertama sampai ke Peninjauan Kembali dan sebagian melaporkan ke Komisi Kepolisian Nasional. 

1. Saran
0. Perlunya Peraturan Kapolri yang mengatur batas waktu menerbitkan surat keputusan berkaitan dengan pemberhentian anggota Polri, guna terwujudnya kepastian hukum. Mengingat masih ada anggota Polri yang sudah direkomendasikan diberhentikan tidak dengan hormat melalui putusan sidang Komisi Kode Etik Polri, namun belum dilakukan Dewan Pertimbangan Karier Polri (Wanjak). 
0. Bagi pihak Kepolisian, agar suatu peraturan Kode Etik Profesi Polri dapat diterapkan dengan baik, maka sebaiknya Polri lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap para anggotanya dengan cara, seperti melakukan pembinaan sesuai dengan profesi, menekankan nilai moral dalam diri setiap individu supaya berperilaku sesuai dengan kode etik profesi yang melekat pada diri setiap anggota Polri serta mengamalkan dasar dari kepolisian agar tidak terjadi pelanggaran kode etik profesi lagi. 
0. Bagi masyarakat diharapkan lebih dapat memahami bagaimana mekanisme penanganan anggota Polri yang melakukan pelanggaran tindak pidana maupun disiplin kerja, sehingga masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum dapat ditindak secara tegas dan jauh lebih berat hukumannya dari masyarakat umum apabila melakukan suatu pelanggaran. 




